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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat memberikan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Badan Kepegawaian Daerah DIY dalam meningkatkan kualitas
kinerja pegawai negeri sipil sudah diupayakan dengan baik dengan
melalui: a. peningkatan kompetensi yang dilakukan dengan pengiriman
pegawai negeri sipil pada diklat guna menunjang pelaksanaan tugas
dimasing-masing bidangnya; b. pemberian reward atau penghargaan,
baik secara pribadi maupun secara instansional, yang diharapkan dapat
menimbulkan suatu dorongan terhadap pegawai untuk lebih
berprestasi; c. dialog kinerja antara atasan dan bawahan yang dilakukan
dengan coffee morning untuk dapat bertukar pikiran dengan bebas tanpa
memandang jabatan; d. Pemda DIY mempunyai Balai PKP
(Pengukuran Kompetensi Pegawai) untuk membantu konseling
terhadap PNS yang mempunyai permasalahan, baik itu permasalahan
individu maupun pekerjaan.

2. Terdapat hambatan yang dihadapi BKD DIY dalam meningkatkan
kualitas kinerja PNS vyaitu kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam
rangka pemusatan kegiatan pada masa pandemi COVID-19 melalui

refokusing dalam penggunaan anggaran pelayanan penanganan
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pandemi COVID-19. Hal tersebut mempengaruhi beberapa kegiatan
yang semula direncanakan menjadi kurang optimal, selain itu dengan
adanya sistem work from home dan work from office menjadikan kinerja
pegawai masih kurang maksimal.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran
sebagai berikut dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pegawai negeri
sipil:

1. Adanya pembatasan usia dalam hal peningkatan kompetensi dilakukan
dengan pengiriman pegawai negeri sipil pada diklat dikarenakan akan
menjadi kendala bagi Sumber Daya Manusia yang hampir mencapai
usia pensiun ketika diharuskan mengikuti diklat atau pelatihan secara
daring;

2. Perlu adanya pemberian sanksi terhadap pegawai negeri sipil yang
diketahui terlambat masuk kantor dengan alasan yang tidak masuk akal,
pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas, selama jam kantor
tidak melaksanakan pekerjaan atau keluar kantor untuk tujuan di luar
kedinasan atau urusan pribadi, tidak masuk kerja tanpa alasan yang
jelas, menyalahgunakan wewenang, dan melakukan hubungan intim

atau perselingkuhan.
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